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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

izin, rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa penulis haturkan shalawat 
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah 

Muhammad saw, karena berkat beliaulah kita dapat berada dijalan yang diridhoi 

Allah SWT.
Skripsi ini berjudul “Kemampuan Kota Palembang Dalam Melakukan 

Pinjaman”. Judul tersebut dilatarbelakangi kerena ketertarikan penulis untuk 

mengetahui kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman, selain itu 

skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar 
Sarjana Ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 1998/1999-2007 Kota 

Palembang memperoleh Debt Service Coverage Rate/ DSCR diatas 2,5. Ini artinya 

kota Palembang dapat melakukan pinjaman. Dari hasil proyeksi, tahun 2008-2012 

Kota Palembang juga dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan.
Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan, kesalahan serta keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi 
ini, oleh karena itu kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan kepada para 

pembaca penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi pelajaran dalam penulisan- 
penulisan berikutnya. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, April 2009

Retno Wulandari
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Kemampuan Kota Palembang Dalam Melakukan Pinjaman

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan kota Palembang dalam 
melakukan pinjaman dan mengetahui batas maksimum pinjaman yang boleh dilakukan 
serta memproyeksikan pinjaman yang bisa diperoleh pemerintah daerah kota 
Palembang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series). Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif mengenai analisis kemampuan 
keuangan daerah kota Palembang dan bersifat kuantitatif dalam menghitung rasio 
kemampuan keuangan daerah (Debt Service Coverage Rate/ DSCR) dan menghitung 
batas maksimum pinjaman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa selama tahun anggaran 1998- 
2007 kontribusi APBD kota Palembang terbesar tidak berasal dari PAD, melainkan 
berasal dari dana perimbangan. Adanya dana perimbangan membuat kota Palembang 
memiliki dana netto yang cukup besar dan dapat dipergunakan untuk membayar 
angsuran pinjaman beserta kewajiban lain yang menyertainya. Pada tahun 1998-2007 
nilai DSCR kota Palembang telah memenuhi standar yang ditetapkan, ini berarti bahwa 
kota Palembang bisa melakukan pinjaman. Dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil (the least square) dan metode rata-rata pertumbuhan setiap tahun, kota 
Palembang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga bisa melakukan pinjaman.

Kata Kunci: Pinjaman Daerah, Debt Service Coverage Ratef Batas Maksimum 
Pinjaman
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The Capability of Palembang City in to Taking a Loan

ABSTRACT

The purpose of the research to show the capability of Palembang in to taking a 
loan and knowing the possible maximum limit of loan and forecasting to the loan that 
available to be gained by regional govemment of Palembang city year 2008 to 2012. 
The data used in this research is time series secondary data. Technical analysis is by 
using descriptive analysis to analyze the financial capability of Palembang city and also 
by using quantitative analysis in counting Debt Service Coverage Rate/ DSCR ratio of 
regional’s financial capability.

The result, along budgeting period 1998 - 2007, the biggest contributor actual 
receipts and expenditures of municipality govemment Palembang is not from local 
govemment original receipt, but comes from balanced budget. The avaibility of 
balanced budget makes Palembang able to have quite big nett funds and can be used to 
pay the credit payment also other necessaries within. In 1998 - 2007, the value of 
Palembang’s DSCR has been fulfilled the determined standart, means that Palembang 
able to have a loan. By using the least square method, and growth average per year, 
from year 2008 to 2012 Palembang also able to have a loan.

Keyword: Local Borrowing, Debl Service Coverage Ratef Maximum Limit of Loan

xiv



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan yang cepat di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era 

reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi 

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan 

keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada 

kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai

konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman

Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005)

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan 

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 tahun 2005).
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Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan 

Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau 

harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan 

penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta 

memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan 

pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka 

pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah. Besaran Pinjaman Daerah dalam 

pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah karena dapat 

menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun

berikutnya, sehingga perlu didukung dengan ketrampilan perangkat Daerah dalam

mengelola Pinjaman Daerah. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun

2005)

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif 

dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. 

Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Masalah 

keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah 

yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor 

penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan 

otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah 

sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna 

membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan 

subsidi Pemerintah Pusat.
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Masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan 

daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi 

kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi 

penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. 

Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri 

(PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer dari 

pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi 

pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Santoso, 2003:

148).

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi dari penerimaan dana

perimbangan kota Palembang dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Pada

tahun 2000 dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -8,54%.

Pertumbuhan dana perimbangan tertinggi teijadi di tahun 2001 sebesar 183,11%,

membaiknya pertumbuhan ditahun ini dapat dilihat dari kontribusinya yang 

meningkat menjadi 83,98%. Pada tahun 2002 kontribusi dana perimbangan 

mengalami penurunan menjadi sebesar 45,64%, tidak berbeda dengan 

pertumbuhannya turun drastis menjadi 18,95%. Pertumbuhan dana perimbangan di 

tahun 2004 kembali mengalami penurunan menjadi 7,31%. Pada tahun 2007 

pertumbuhan dana perimbangan mengalami penurunan menjadi 25,95%, sedangkan 

kontribusinya meningkat menjadi 82,91%. Tidak dapat dipungkiri bahwa dana 

perimbangan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan kota Palembang.

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 pertumbuhan dan kontribusi penerimaan dana 

perimbangan kota Palembang tahun 1998-2007 sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Pertumbuhan dan Kontribusi 

Penerimaan Dana Perimbangan Kota Palembang 

Tahun 1998-2007
(dalam ribuan rupiah)

Kontribusi (%)Pertumbuhan (%)Dana PerimbanganTahun Anggaran
62.36824094541998
67.0752.501256742761999
66.35-8.541149410782000
83.98183.113254088112001
45.6418.953870597542002
78.4818.154573043562003
78.387.314907297612004
69.2813.135551532602005
82.4039.237729517692006
82.9125.959734998142007

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007 (diolah)

Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan per tahun sebesar 31,2% (lampiran 

8). Dari angka persentase tersebut, transfer fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat masih berpeluang untuk ditingkatkan sehingga memperkuat akan kapasitas

fiskal daerah. Disamping hal tersebut di atas, pada umumnya sebagian besar dari

jumlah dana perimbangan (±70%), terutama Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan

oleh daerah untuk membayar gaji pegawai dan keperluan rutin yang lainnya. Oleh

karena itu, daerah-daerah berupaya mendapatkan dana pembangunan yang

bersumber dari dana pinjaman.

Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari Pos pembiayaan APBD 

dan Pinjaman yang berasal dari: Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Non 

Bank, Penerbitan obligasi negara, Penerusan pinjaman luar negeri (two step loan). 

Pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBD mumi sampai tahun ketiga 

pelaksanaan desentralisasi belum memungkinkan pengalokasiannya secara optimal, 

karena tuntutan percepatan pembangunan berbagai prasarana daerah memerlukan
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penyediaan pembiayaan yang mengejar ketertinggalan pembangunan serta perbaikan 

dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kesehatan telah memperkecil jumlah dana 

investasi yang menghasilkan pendapatan/ revenue generating. (Elmi; 2004: 2)

Biaya pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman daerah sampai saat 

ini masih sulit direalisasikan karena pada periode yang lalu, dana pinjaman semi soft 

loan yang disediakan pemerintah pusat dari RDI (Rekening Dana Investasi), sudah 

dihentikan. Sedangkan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi daerah belum 

diizinkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu pinjaman lembaga perbankan dan 

non perbankan dalam negeri belum dapat diwujudkan, antara lain karena terkait

dengan masalah kepercayaan [trust) dan collateral. (Elmi, 2004: 2)

Pada awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, pihak

perbankan, nonperbankan dan lembaga keuangan lainnya, masih meragukan untuk

memberikan dana pinjaman kepada pihak pemerintah daerah. Mereka itu khawatir

mengalami kegagalan (default) dalam pembayaran kembali pinjaman dana yang

diberikan kepada Pemerintah daerah. Masih merupakan hal yang baru bagi mereka,

untuk memberikan dana pinjaman yang dijamin dan dibayar dengan dana APBD.

Pihak pemerintah daerah sendiri masih sulit untuk meyakinkan pihak lender karena

diantara anggota eksekutif maupun legislatif daerah itu sering bermasalah. Artinya 

mereka belum mampu mewujudkan kondisi goodgovernance dan clean govemment, 

sehingga para investor dan masyarakat masih meragukan kinerja kedua lembaga

tersebut. (Elmi, 2004: 2)

Sebagian pakar desentralisasi dan otonomi daerah mengemukakan adanya 

tendensi pemerintah pusat untuk kembali ke sistem sentralisasi. Hal ini bisa diamati

dari struktur organisasi di Departemen dan Lembaga Nondepartemen, yang saat ini 

terdiri dari enam direktorat jenderal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi
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Daerah, dimana sebagian urusan sudah diserahkan ke daerah, maka seharusnya 

struktur organisasi Departemen/Lembaga nondepartemen itu dapat "dirampingkan" 

menjadi dua Direktorat Jenderal saja. Dengan adanya perampingan struktur 

organisasi di Pemerintah Pusat, akan lebih menghemat belanja APBN. (Elmi, 2004:

3)

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 

kesehatan, fasilitas sosial dan failitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial (Bastian, 2006: 46). Berikut ini ditampilkan Tabel 1.2 belanja wajib 

pemerintah daerah kota Palembang tahun 1998-2007:

Tabel 1.2
Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang 

Tahun 1998 s/d 2007
(dalam ribuan rupiah)

Belanja Rutin Belanja Pembangunan Belanja WajibTahun Anggaran
1998 85146625 26761649 111908274

1165298561999 32915019 149444875
2000 112086830 35771994 147858824
2001 116301597 6397505 122699102
2002 335539563 95685420 431224983
2003 556968865 19985284 576954149
2004 592313734 15079675 607393409
2005 637190254 13951747 651142001
2006 483799895 349285844 833085739
2007 753598549 295082395 1048680944

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007

Tabel 1.2 menunjukkan belanja wajib pemerintah daerah kota Palembang 

dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 1998 belanja wajib sebesar 

Rp.l 11,908 Miliar. Belanja wajib sempat mengalami penurunan menjadi Rp. 122,699
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Miliar di tahun 2001. Belanja wajib terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 

pengamatan, tahun 2007 sebesar Rp. 1.048,68 Miliar.

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan memiliki 

keuntungan, antara lain dapat mengatasi keterbatasan kemampuan riil atau nyata 

pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas 

fiskal yang memadai. Pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan 

masyarakat dan pembangunan daerah-daerah yang dimaksud. Jenis pinjaman ini 

merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah dipergunakan 

untuk membiayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang 

pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum 

serta belanja operasional dan pemeliharaan. Untuk mengurangi ketergantungan

daerah kepada pusat pinjaman jangka panjang dianggap lebih efektif daripada

pinjaman jangka pendek (Santoso, 2003: 148).

Adanya pinjaman daerah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah 

dalam membiayai pembangunan di daerah. Menurut Kunaijo (dalam Abdul Halim, 

2004: 177) karena kecilnya pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan kebutuhan 

daerah untuk pembangunan, maka dalam beberapa hal pemerintah daerah 

memerlukan pinjaman untuk membiayai pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan 

yang dibiayai melalui pinjaman daerah pada dasarnya merupakan investasi dibidang 

publik berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur social ekonomi. Semakin 

baik infrastruktur ekonomi yang disediakan pemerintah diharapkan akan mendorong 

kegiatan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli 

daerah.

Kota Palembang memiliki keuangan daerah yang cukup potensial. Tabel 1.3 

menunjukkan bahwa kota Palembang sudah dapat mengelola keuangannya sendiri
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sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2000 pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp. 18,352 Miliar, atau hanya mengalami 

pertumbuhan sebesar -12,36%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi 

pada tahun 2001 sebesar 74,14%. Pendapatan asli daerah tahun 2004 sempat 

mengalami pemurunan sebesar -3.05% dari tahun 2003. Tahun 2005 pendapatan asli 

daerah sebesar Rp.77,416 Miliar, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 

sebesar Rp. 117,953 Miliar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah ini sebesar 

22,7% (lampiran 7).

Tabel 1.3 menyajikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota 

Palembang periode 1998 sampai 2007 beserta pertumbuhan dan kontribusinya :

Tabel 13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 

Tahun 1998 - 2007
(dalam ribuan rupiah

Pendapatan Asli 
Daerah

Tahun
Anggaran Pertumbuhan (%) Kontribusi (%)

17.87183520281998
15.0526.76232624781999

-12.36 12.99203868062000
9.2274.14355012982001
7.9436037251 1.512002

76.27 11.61635229682003
-3.0561586178 10.072004

77416857 25.70 9.662005
89676046 15.84 9.562006
117953719 31.532007 10.81

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007

Pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun ini diharapkan memberikan kontribusi secara tepat, cepat dan terpadu kepada

masyarakatnya. Kota Palembang dituntut tanggung jawabnya didalam pelaksanaan

pembangunan daerah dimana dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyediakan
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anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan 

daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan adalah dengan 

menggunakan dana pinjaman daerah, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap 

menjadi tulang punggung tetapi paling tidak pinjaman daerah ini dapat mempercepat 

proses pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. Karena pinjaman daerah ini 

dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost recovery khususnya 

untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pembangunan dan perekonomian daerah.

Pinjaman daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat

cost recovery dibenarkan atas dasar dua pertimbangan : (Abdul Halim, 2004: 123)

1. Dengan cara meminjam dana untuk menanam modal, pemerintah daerah

dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya, dibandingkan dengan jika

kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan beijalan;

2. Karena manfaat penanaman modal baru dapat dipetik setelah jangka waktu

yang panjang, maka sudah sepatutnya jika biaya dipikul oleh mereka yang

akan menikmati manfaatnya di masa datang.

Selain itu dengan cara meminjam, daerah dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjamannya. 

Namun untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut layak atau tidak untuk 

melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung kemampuan 

keuangan daerah. Karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pendapatan Asli 

Daerah seperti pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari 

pemerintah daerah untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang

9



disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda, sehingga pemerintah daerah 

harus hati-hati apabila akan melakukan pinjaman.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman

pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

2. Berapakah besar pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kota Palembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

13 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka secara

umum tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman pada

tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.

2. Menentukan besarnya pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kota Palembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat, seperti: 

1. Manfaat akademik, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan para akademisi khususnya mahasiswa fakultas ekonomi 

mengenai kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman pada

10



tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 dan mengetahui besarnya pinjaman

yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palembang pada tahun

2008 sampai dengan tahun 2012 .

2. Manfaat operasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi

kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.
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